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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kinerja atau peran penyuluh pertanian lapangan dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan unggulan di Jawa Tengah, (2) merumuskan model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian lapangan di Jawa Tengah, (3) mengestimasi biaya transaksi yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan penyuluh pertanian lapangan. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang diambil sebagai kabupaten model yang mewakili kinerja usahatani biji-bijian, padi-padian dan sayur-sayuran di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan key-persons. Dengan multistages sampling dipilih 200 petani dan 30 penyuluh pertanian. Data sekunder runtut waktu yang relevan dan data sekunder lainnya dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan telah dipakai untuk memperkaya penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden, kinerja penyuluh, dan pengestimasian biaya transaksi untuk melaksanakan skenario model revitalisasi kelembagaan penyuluhan guna penguatan kapasitas penyuluh untuk meningkatkan kinerja usahatani.

Perilaku usahatani di daerah penelitian  ditemukan belum efisien, sehingga masih ada peluang untuk mengoptimalkan produksi usahatani melalui penyuluhan. Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Klaten tergolong sedang dan Kabupaten Magelang tergolong rendah. Hal ini disebabkan jumlah penyuluh di daerah penelitian masih kurang dan keahlian penyuluh belum sesuai dengan tuntutan polivalen yaitu menguasai beberapa bidang penyuluhan yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Penelitian ini menyajikan 3 skenario kelembagaan penyuluhan pertanian (1) model sentralisasi, (2) model desentralisasi (existing model), (3) model skenario peneliti (proposed model) yang dimodifikasi dari model desentralisasi dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan. Biaya model sentralisasi lebih rendah daripada model desentralisasi. Namun, biaya transaksi yang dikeluarkan untuk menjalankan skenario revitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian jauh lebih tinggi yaitu sebesar 110 milyar rupiah. Biaya transaksi per unit yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kelembagaan penyuluh pertanian tingkat nasional (26 milyar), provinsi (32 milyar), kabupaten/kota (700,3 juta) dan kecamatan (51 juta). Pada tingkat nasional, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk operasional & maintenance dan establishment, sedangkan di tingkat provinsi paling besar digunakan untuk biaya operasional & maintenance,  di kabupaten/kota digunakan untuk biaya establishment, sedangkan di tingkat kecamatan biaya dibutuhkan untuk pembuatan keputusan dan operasional & maintenance. Secara keseluruhan, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk biaya operasional & maintenance dan biaya establishment. Dalam rangka merevitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Jawa Tengah, skenario 3 ini tidak mudah untuk dimplementasikan, tetapi apabila ingin mengubah kinerja agribisnis yang lebih baik di daerah penelitian, maka usulan yang dirumuskan, perlu di pertimbangkan dengan melibatkan semua stakeholders.
Kata kunci: 
penguatan, kapasitas, pertanian, penyuluhan, kelembagaan, biaya transaksi, Jawa Tengah, Indonesia.
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ABSTRACT
The objectives of the study are : (1) to evaluate the performance of agricultural extension agents in enhancing the promoted crops production in Central Java; (2) to formulate the development model on agricultural extension institutions capacity of Central Java; (3) to estimate the transaction cost needed to revitalize the agricultural extension institution. The research employed  primary data which was collected from interviewing respondents and key persons, comprising 200 farmers and 30 extension agents. They were selected by utilizing multi stages sampling method. Grobogan, Klaten, and Magelang Regencies were selected area to represent the promoted crops of soya bean, paddy, and vegetable, respectively. Focus group discussions (FGD) and indepth interviews were also conducted to facilite the mixed-method (quantitative and qualitative) analysis  to construct the expected model on revitalizing and estabilizing the agricultural extension institution. The relevant secondary data were also employed and it were gathered-from statistical Bureau (BPS), Ministry of Agriculture, Board of Empowering Community (Bapermas), etc and previous studies as well as other published reports. The descriptive statistics were used to analyze and describ the profiles of  respondents, the performance of  extension agents, and estimating the costs needed to revitalize and to establish the institution of agricultural extension (in provincial, regencial, municipality and sub-district levels) using transaction cost approach. 
The agribusiness activities in the selected study area are rather inefficient. Hence, there is an opportunity to optimize the agribusiness production through the extension program. The agricultural extension agents in Grobogan and Klaten were found to perform only marginally. This is due to the lack of the extension agents and worsely, they were not sufficiently competent in polivalent substances for crops, horticulture, fisheries, veterinary, and forestry. Meanwhile, in Magelang Regency, the extension agents were considered low in their performances as their capacity was limited on vegetables. In fact, the stipulated capacity for each agricultural extension agent was in polivalent. The number of extension agents have not met the ideal condition. The examined three scenarios of agricultural extension institutional models: (1) centralized model; (2) the existing model of desentralized one; (3) the proposed model by modifying the existing model with revitalization effort. The cost of centralized extension model was lower than the  decentralized extension one. However, transaction cost spent to execute the scenario of revitalization on the agricultural extension organization in order to strengthen the extension agents’ capacities were much higher (about 110 billion). Transaction cost per unit needed for revitalizing the agricultural extension organization in national, provincial, regencial, municipal, sub-district are about: Rp 26 Billion; Rp 32 Billion; Rp 700.3 Million; Rp 51 Million, respectively. At the national level, the transaction cost is mostly spent for operational and maintenance and establishment cost, while at the provincial level, the cost mainly goes to operational and maintenance; and at regencial / municipal is for establishment cost. Subsequenty, in the sub-district level the cost is needed for setting up the legal-formal on appointment and / or assignment of the organization and operational and maintenance. Overall, the transaction cost is mostly used to finance the operational and maintenance and establishment costs of the revitalized institution for improving agribusiness’ performance capacity in Central Java Province. It is rather difficult to implement the proposed model of revitalization of agricultural extension organization, but if we want to see the performance of agribusiness in the study area for change impressively, then the prescription formulated by this study is to be needed by all stakeholders.
Key words: enhancement, capacity, agriculture, extension, institution, transaction cost, Central Java, Indonesia.
INTISARI
Kekurangan pangan dan gizi kini tengah mengancam kesehatan, kecerdasan, bahkan kelangsungan hidup sekitar 854 juta penduduk dunia yang tersebar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820 juta; di negara-negara maju 9 juta; dan 25 juta di negara-negara transisi (Food and Agriculture Organisation, 2007). Dalam studi FAO (2000) dinyatakan bahwa suatu negara-bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta orang, tidak mungkin atau sulit untuk menjadi maju dan makmur, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Menurut Syahyuti et al. (2003) sektor pertanian sesungguhnya dapat menjadi salah satu strategi untuk recovery sekaligus memberikan landasaan bagi perkembangan sektor riil dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia semenjak tahun 1997, yang dibuktikan dengan daya hidupnya yang tinggi, ketika sektor-sektor lain terpuruk. Seiring dengan rendahnya kapasitas pengetahuan petani dalam meningkatkan pertaniannya dan tidak mempunyai kelembagaan pendukung dalam memberi jalan keluar untuk mengatasi perihal hambatan dan kendala dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, diharapkan peran penyuluh pertanian mampu hadir untuk membangun sistem kelembagaan pertanian yang masih lemah itu (Mudjijo, 1999). Oleh karena itu, dalam setiap era pemerintahan di Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja penyuluh pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kinerja atau peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan unggulan di Jawa Tengah, (2) merumuskan model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian lapangan di Jawa Tengah,                 (3) mengestimasi biaya transaksi (transaction cost) yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Grobogan, Magelang, dan Klaten. Penelitian ini menggunakan metode mixed-method, penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan key-persons sebanyak 200 petani dan 30 penyuluh pertanian sebagai sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden, kinerja penyuluh pertanian, dan kapasitas kelembagaan penyuluhan. Transaction Cost digunakan untuk mengestimasi nilai biaya transaksi yang diperlukan untuk merancang skenario-skenario revitalisasi kelembagaan penyuluhan guna mencapai penguatan kapasitas penyuluh untuk meningkatkan kinerja usahatani di daerah penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perilaku usahatani di daerah penelitian masih belum efisien sehingga masih ada peluang untuk mengoptimalkan produksi usahatani melalui usaha penyuluhan oleh penyuluh pertanian dan menggunakan input sesuai dengan kebutuhan. Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Klaten tergolong sedang dikarenakan penyuluh sudah terbiasa memberikan penyuluhan pertanian untuk komoditas biji-bijian yang diwajibkan pada saat orde baru seperti padi. Sedangkan di Kabupaten Magelang, kinerja penyuluh pertanian rendah karena penyuluhan pada komoditas sayur-sayuran tergolong “polivalen”. Artinya penyuluh harus menguasai beberapa bidang penyuluhan yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, kehutanan dan peternakan. Tuntutan keahlian yang bersifat lebih menyeluruh dibanding saat sentralisasi (orde baru).

Jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan yang masih kurang, mengakibatkan banyak wilayah yang belum tersentuh secara optimal. Misalnya teknologi mekanisasi untuk mesin pengering kedelai, banyak petani yang belum mengetahui dan mengaplikasikan mesin pengering sehingga kedelai varietas Grobogan pada musim penghujan kadar airnya masih tinggi. Selain itu kurang informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika secara akurat. Mata rantai pemasaran yang sangat panjang mengakibatkan informasi harga tidak akurat sehingga petani banyak dirugikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten pola tanamnya masih monoton secara terus menerus padi dan sering diistilahkan  “padi pari pantun”  dengan pola tanam seperti itu tidak baik untuk unsur hara tanah yang mengakibatkan banyak hama wereng dan seringkali menyebabkan terjadinya puso. Belum adanya paten hak cipta terhadap  padi Delanggu yang sudah terkenal dan berkualitas. Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Magelang komoditas sayur-sayuran masih tergolong rendah. Komoditas sayuran ditanam di dataran tinggi, kehidupan masyarakat petani  sudah menyatu dengan alam dan memiliki pola tanam sendiri. Penyuluh biasanya mengikuti pola tanam petani, petani kurang percaya informasi yang diberikan penyuluh pertanian sehingga program penyuluhan kurang mendapat dukungan petani, misalnya informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang telah berubah dari kebiasaan “pranata mongso jawa” yang telah digunakan secara turun temurun sehingga sering terjadi salah musim tanam atu biasa disebut “salah mongso”. 
Dalam penelitian ini ditawarkan model untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian melalui teknologi informasi yaitu penyampaian informasi yang berkaitan dengan pertanian menggunakan teknologi informasi yang lebih cepat dan akurat berbasis data yang dibangun dari berbagai pemangku kepentingan pertanian, perdagangan dan perindustrian, balai pertanian, lembaga penelitian, dan akademisi. Database digunakan untuk menyampaikan informasi usaha tani seperti saprodi, pupuk, iklim, pameran pertanian dan lain sebagainya. Model informasi pertanian yang disusulkan dapat diakses oleh petani, pedagang pertanian, pemangku kepentingan pertanian termasuk penyuluh pertanian serta publik menggunakan teknologi telepon genggam yang sudah memasyarakat maupun akses internet. Aksesibilitas informasi data dapat dipilah dan dipilih menurut kepentingan dan kedalaman data yang diperlukan. Petani dengan pola ekonomi sederhana kekeluargaan dapat menggunakan sms untuk mengetahui harga jual produk pertanian terkini sehingga dapat memandu pemasaran. Penyuluh yang dibekali fasilitas infrastruktur pemerintah dan latar belakang pendidikannya, dapat mengakses informasi yang lebih tajam dan selektif untuk diberikan pada petani. Informasi kebijakan pertanian dan penyebaran teknologi pertanian juga dapat dilakukan lebih cepat dan murah. Data base pertanian juga dapat dilihat publik dan digunakan untuk penentuan pembuatan kebijakan pertanian selanjutnya. Model yang diusulkan dapat meningkatkan posisi tawar petani, dan secara kelembagaan dapat meningkatkan kuaalitas penyuluh pertanian yang pada gilirannya mengarah kepada peningkatkan kualitas usaha tani secara optimal. 
Biaya penyuluhan adalah biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan. Untuk mengevaluasi potensi setiap model kelembagaan penyuluhan biaya penyuluhan dilakukan perbandingan antara biaya penyuluhan kelembagaan sentralisasi (periode tahun 1995-1998) dengan kelembagaan desentralisasi (periode tahun 2006-2009). Biaya transaksi penyuluhan meliputi biaya informasi, biaya penetapan keputusan dan biaya operasional yang dihitung berdasarkan waktu yang dicurahkan penyuluh. Curahan waktu penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan operasional kelembagaan pada model kelembagaan sentralisasi secara umum lebih rendah dibandingkan pada model kelembagaan desentralisasi. Sebaliknya pada aktivitas monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan curahan waktu penyuluh lebih tinggi. Model kelembagaan desentralisasi menuntut keahlian penyuluh yang bersifat polivalen. Tuntutan keahlian yang bersifat polivalen mau tidak mau ‘memaksa’ penyuluh untuk mencurahkan waktu lebih banyak dalam menyiapkan kegiatan penyuluhan. Biaya transaksi revitalisasi penyuluhan di Jawa Tengah diestimasi sebesar seratus sembilan milyar rupiah. Jumlah penyuluh ideal menurut Deptan (2008) adalah one village one extension, artinya adalah jumlah penyuluh yang ada di Provinsi Jawa Tengah harus seimbang dengan jumlah desa yang ada di Jawa Tengah, sehingga jumlah BOP senilai Rp.250.000/orang/bulan dikalikan dengan jumlah desa yang ada, yaitu 8.573 desa. Jadi biaya transaksi kegiatan revitalisasi penyuluhan pertanian di Jawa Tengah, berdasarkan skenario peneliti untuk tahun anggaran mendatang berjumlah sekitar tiga puluh tujuh milyar rupiah. Jumlah tersebut berdasarkan amanah Undang-Undang No.16 tahun 2006, yang akan memprioritaskan  satu desa satu penyuluh dan diharapkan setiap Kabupaten punya Bapeluh yang beroperasi dengan baik. Biaya informasi tiap kabupaten ditambah untuk pengadaan teknologi informasi, dengan  mensinergikan garis koordinasi antara dinas pertanian dan kelembagaan penyuluhan, menambah biaya informasi, menghidupkan sistem latihan dan kunjungan dan meningkatkan kerjasama antar stakeholders.
Hasil penelitian ini memberikan area baru pada penerapan model pemberdayaan melalui model desesentralisasi dengan mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi penyuluhan di masing-masing dinas ke dalam badan penyuluhan yang ditunjuk. Dengan asumsi menambah biaya transaksi untuk biaya informasi namun penyuluhan yang dilakukan berjalan efektif dan efisien, dikarenakan informasi mengenai perkembangan pertanian akan selalu di update oleh petani melalui database yang dibangun. Studi ini menemukan bahwa biaya transaksi untuk penyuluh setelah reformasi (desentralisasi) terutama biaya operasionalisasi hendaknya lebih diperhatikan terutama untuk meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan memobilisasi penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Model kelembagaan desentralisasi menuntut keahlian penyuluh yang bersifat polivalen.  
RESUME 

Famine and malnutrition had threatened the health maintenance, the intelligence development, and even the life of almost 254 millions people in the world. They happened in developing countries (including Indonesia), which has 820 millions people; in developed countries which has 9 millions people, and the other 25 millions people in the transitions countries (Food and Agricultural Organization, 2007). A recent study conducted by FAO (2000) argues that a country with more than 100 millions people tends to or even cannot develop itself to become a prosperous country if it depends on imported foods. According to Syahyuti et al. (2003) the agriculture sector was actually able to function as one of the strategies to reach the economic recovery as well as to provide a good scaffolding and foundation for the development of the real sector from the long lasting economic crisis since 1997. Agribusiness has proven its high persistent existence, as the other sectors slumped. As the farmers’ lack of knowledge and capacity in developing their farming system and the absence of the supporting organization, in providing the solution of the problems regarding increasing the productivity and the farmers’ income, it was expected that field extention agriculture played an important role model to improve the existing weak organizational system (Mudjijo, 1999). Therefore, in every governmental era, there was an effort to improve the quality of the extension agents performances.

The objectives of the study were: (1) to evaluate the performance of the extension agents in enhancing the agricultural sector in the selected commodities in the respective study areas (Grobogan, Klaten, Magelang); (2) to formulate the proposed model on improving extension institutions; (3) to estimate the transaction cost incurred due to shift in the institutional model on the agricultural extension agency (from the existing to the proposed model).  These capacities were expected to trigger the development of agriculture performance in the research areas. The research took place in Grobogan, Magelang, and Klaten regencies. The research employed Mixed Methods, a combination of quantitative and qualitative methods. The primary data were collected from interviews with respondents comprising key personal, (200 farmers and 30 extension agriculture). The descriptive statistics were selected for describing the profiles of the respondents, the performance of the extension agents, and the organizational condition of the extension agents. The Transaction Cost was utilized to estimate the cost needed to design scenarios of organizational extension revitalization in order to reach the development of the extension agents’ capacities. The capacities of extension agents were expected to be the main influencing factor in improving the performance of agriculture activities in the research areas.

Based on the previous research, it could be concluded that the agriculture behavior in the research areas was not managed efficiently. There exis therefore an opportunity to optimize the agriculture production through extension and employing appropriate inputs as needed. The extension agents in Grobogan and Klaten had moderate performances since they were familiar in disseminating agricultural extension information on grain farming as requested by the government of the New Order era, such as paddy. Meanwhile, in Magelang regency, the extension agents had low performances because of the limited knowledge they had on vegetables farming. The extension agents had mastered several fields of expertise covering food resource agriculture products, horticulture, fisheries, forestry, and animal husbandry. There was a need from me results of the study, of multi expertises among extension agents which had never existed during the New Order era.

The lack of extension agents available in Grobogan regency had influenced the coverage area which should be serviced and maintained. As a consequence, many farmers in Grobogan regency didn’t know the recent mechanical technology of soyabean dryer machine and how to make use of the technology this had resulted in soyabeans harvested during the rainy season possessed a high level of water content. Moreover, there was a lack of information about weather from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Bureau. Furthermore, the existence of market channel might provide inaccurate information of the agriculture products. The inaccuraty of information had often brought financial disadvantages to the farmers.

The result of the study showed that in Klaten regency, rice was the only single crop planted and the farming pattern and the agricultural behavior of were related a growing rice. Even they had a jargon “padi pari pantun” meaning “paddy, paddy, paddy”. The single cropping pattern affected the composition of the soil nutrient as well as encouraging many harmful bugs and reduced product. There was no  law protection againts planting other rice varieties, other them that recommended by the extension agents. Moreover, the extension agents performance, especially when dealing with vegetables farming, was considered low. The vegetables were grown in highland areal and the farmers set their own farming system and pattern. The extension agents often followed the farmers’ pattern. In fact, the farmers did not believe or could not accept the information from the extension agents easily because the information for example, about climate and weather from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Bureau, did not concus with the; traditional agricultural weather forecast which in fact they had used for over centuries. This had resulted in, “salah mongso” or “wrong season” often happened.

The research offered a model aimed at improving the organizational capacity of the extension agents through maintaining the decentralized model by adding the cost of information and improve cooperation between stakeholders, with extension agents delivering the information related to agribusiness by utilizing the fast and accurate information technology. The information presented in this IT was drawn from a databased system which was supplied by all concerned parties such as the department of the industry and trade, agricultural bureaus, research centers, and universities. Furthermore the data base was used to disseminate the information related to the agribusiness such as supply of agricultural production, fertilizer, climate, agribusiness expedition, etc. The updated information could be accessed by the farmers, the concerned persons and parties, including the extension agents, only by using cell phone or internet. The accessibility of the information could be selected based on the users’ need. Moreover, farmers who could not get access to  the information because of financial constraint to afford an internet, could still access the updated information  using an SMS through the cell phone. The information which could be provided in the data base included the pricing of all of the agricultural products which could be the farmers’ guide in selling their agricultural products. Furthermore, the extension agents, equipped with their educational background and the government infrastructure facilities, were able to access the information more accurately. This information would be the one which would be disseminated to the farmers. The information about agricultural policy and technology could be transferred to the potential users faster and cheaper. The data base could also be accessed by the public so that it would be useful when references were needed as the main consideration before issuing a certain policy. The information technology extension model proposed in this research could give farmers more bargaining power, and organizationally were able to improve the quality of the extension agents, service, which led to the optimum development of the quality of the agribusiness activities.

The extension transaction cost was the cost needed to plan, implement, and develop the extension organization. In order to evaluate the potential of all organizational model of the extension transaction cost, there was a comparative study on centralized organization transaction cost (during the period of 1995 – 1998) and the decentralized organization transaction cost (period of 2006 - 2009). The extension transaction cost included the information fee, the cost of defining the solution to the problem, and the operating cost. The transaction cost was determined based on the time spent by the extension agents. The time spent by the extension agents to carry out their duties and responsibilities in providing extension service. The operating cost in the centralized organizational model was generally lower than the decentralized organizational model. On the other hand, in the monitoring and evaluation activities, the extension agents had to spent more time. The decentralized organization requires the instructors’ to have polyvalent expertises. The required polyvalent expertises, however, forced the instructor to spend more time to execute their duties and responsibilities. The ideal number, as  recommended by the department of the agriculture (2008), was that one village one extension agent, meaning that the number of the extension agents in Central java should be equal to the number of villages in Central Java. So, the cost of BOP was Rp. 250,000/ person/ month. The cost on time spent the number of villages in Central Java, which were 8573. Therefore, the transaction cost for the revitalization of the agricultural extension in Central Java, based on the researcher’s scenario for the next year’s budget would be 109 Milyard. The total cost was stipulated in the Regulation Numbered 10, the year of 2006. The Regulation further implied that one village should have at least one extension agent and, in regency, there should be one Agricultural Extension office that was organized and managed. The information cost in each regency was then added with the cost of affording the database, which was mainly the necessary and important data needed by the farmers in each district through maintaining the decentralized model by adding the cost of informationin line with the system behavior and improved cooperation between stakeholders.

The results of the research provided new ideas in the application of using information technology for agriculture extension, especially through cell phone utilization, which most farmers already possess. Assuming that by adding more transaction cost, the extension could be organized effectively and efficiently because the information on the agribusiness development could be up dated by the farmers. The research found that the transaction cost for extension agents after the reform era (decentralized model) especially the operating cost should get more attention. This was done particularly to encourage the instructors to carry out their duties in providing information as well as handling extension related issues. Moreover, it was also intended to mobilize the instructors in executing their duties and responsibilities. The decentralized organizational model requires the instructors about are polyvalent expertises.
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Someone will Opposite You
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Some will opposite because they hate to see someone else succeed

Source : Tap Root Cause Analysis Book 2004
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